ABSTRAK PERATURAN
TARIF — BADAN LAYANAN UMUM - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

2010

PERMENKEU RI NOMOR 163/PMK.05/2010 TANGGAL 6 SEPTEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.440)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan
Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah ditetapkan
sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
berdasarkan usulan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional melalui Surat Nomor
B/426/195/111/2009, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5,
TLN No0.4355), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502), Keppres Rl 56/P Tahun
2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh
Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional. Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : tarif
data penginderaan jauh, tarif informasi berbasis citra penginderaan jauh, tarif pencetakan
informasi citra penginderaan jauh, tarif bimtek pengolahan data penginderaan jauh dan sistem
informasi geografi, tarif produk rekayasa industry teknologi dirgantara. Tarif layanan Badan
Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Untuk kepentingan
pertahanan dan keamanan negara serta penanganan bencana alam, terhadap jasa layanan Data
Penginderaan Jauh berupa Data Penginderaan Jauh SPOT-4 dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol
Rupiah).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 September 2010.

- Lampiran halaman 1.



